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ABSTRACT

This Research aims to empirically examine whether accessibility of
local financial reports and presentation of therfiience the usefulness of local
financial information by the stakeholders. Finarai@port have been seen as an
important component that should be disclosed bgllgovernment since regional
autonomy has been launched by the central govemnAana consequence of
him, the financial reports should be reported ti@asency and be accessible for
stakeholders. This is because such reports areatdin of local government’s
commitment to fulfill the mandate of citizen andwhimplementation good
governance in their local government.

This research was carried out in ex distri@sidencyBanyumas. The
method used to collect data is through survey doueshire of which the
respondents were the members of local legislatacil, Inspectorate, and Non
Governmental Organization (NGO). By the purposiamngling method, fixed get
sample from 180 members of local legislative cdun84 members of
Inspectorate, and 40 members of NGO. Analysisadetised in this research is
multiple regression.

The result of hypothesis test showed that the ptasen of local
financial reports has a significant influence thehancement of usefulness of
local financial information by the stakeholders.dAthen accessibility of financial
reports has a significant influence the enhancemantusefulness of local
financial information by the stakeholders. Simudtansly, both the presentation
accessibility of financial reports and influencedetulness of local financial
information.

Keywords: local financial reports, accessibilitpchl financial information.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguiji secara emgengaruh penyajian
laporan keuangan daerah dan aksesibilitas lap@aanigan terhadap penggunaan
informasi keuangan daerah oleh para pengguna iaiirnbaporan keuangan
merupakan komponen penting yang harus diungkapletn pemerintah daerah
sejak otonomi daerah mulai diberlakukan oleh pemtegni pusat. Dan sudah
menjadi konsekuensi jika laporan keuangan tersélamus dilaporkan secara
terbuka dan aksesibel bagi para pengguna infork@aena laporan keuangan itu
merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daewatihhk menjalankan mandat
dari masyarakat dan mewujudkgood governanceli pemerintah daerah itu
sendiri.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten wilayahs EKaresidenan
Banyumas dengan metode pengumpulan data melalgyskuisioner. Kuisioner
dalam penelitian ini ditujukan kepada para penggof@masi laporan keuangan
daerah di Kabupaten wilayah Eks Karesidenan Baaguhengan responden dari
anggota DPRD Kabupaten di wilayah Eks KaresidenanyBmas, Inspektorat
sebagai pengawas internal, dan Lembaga Swadayaaké&sy. Dengan metode
purposive samplingkemudian ditentukan sampel sebanyak 180 anggBRLD
84 pegawai Inspektorat, dan 40 aktivis LSM. Pergujmenggunakan regresi
linier berganda.

Hasil dari pengujian hipotesis di dalam peneliii@mmenunjukkan bahwa
penyajian laporan keuangan daerah secara signifikarpengaruh positif
terhadap penggunaan informasi keuangan daerahpalehpengguna informasi.
Sementara aksesibilitas laporan keuangan berpengawsitif dan signifikan
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.raSegaultan penyajian
laporan keuangan daerah dan aksesibilitas lapoealarigan berpengaruh dan
signifikan terhadap penggunaan informasi keuangamnadh.

Kata kunci: laporan keuangan daerah, aksesihilité@masi keuangan daerah.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlamgduindonesia telah
membawa perubahan terhadap sistem politik, sosi@imasyarakatan serta
ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beraggimadap pengelolaan
pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reforgeii adanya otonomi
daerah dan sistem pengelolaan keuangan daeralhietdabut di tandai dengan
diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 199%temPemerintahan Daerah,
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbargmumngan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomdratidn 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004rig Perbendaharaan
Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentamgeRntahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Barigan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaeralyRer&emerintah Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahanPératuran Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangaraba

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang ti$abutkan di atas
membuka peluang yang luas bagi daerah untuk merayegkan dan membangun
daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasasng-masing. Sebagai

operasionalnya maka Menteri Dalam Negeri telah relergkan



Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 206dtaing Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan oatbndaerah
merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkamemteslisasi pemerintahan
yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintah Pusatbard@mn hak otonomi
kepada pemerintah daerah adalah untuk mempereapatjddnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembeadaydan peran serta
masyarakat. Seiring adanya pemberlakuan otonomaldaseh pemerintah pusat,
maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab elri besar untuk
mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demmajukan daerah
tersebut (Safitri, 2009).

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 taR004
merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah mtamguk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentimgasyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pambetonomi daerah
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efeksyitdan akuntabilitas sektor
publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah ditunttuk mencari alternatif
sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangbahamaasih adanya
bantuan dan bagiarst{aring dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana
publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi makga(dardiasmo, 2002).

Menurut Mardiasmo (2002) pemberian otonomi daelahrdpkan dapat
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pemi@ngiaerah melalui

usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkageatisipasi aktif



masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tgjaitama sehubungan dengan
pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaamiser daya daerah

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesefdatemasyarakat

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyaunakak ikut serta

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah DaeratddPd¢ersebut
disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendassana dan prasarana, serta
Sumber Daya Manusia (SDM). Pendanaan kewenangandiserahkan tersebut
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendayagupeatensi keuangan daerah
dan mekanisme perimbangan keuangan antara penhepusat-daerah dan antar
daerah (Mardiasmo, 2002). Pendanaan pelaksanaaren&agan tersebut
memerlukan pengelolaan keuangan yang efisien adtifefKawedar, 2008).

Dalam pengelolaan keuangan harus mengacu kepsataide Pemerintah
No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuagan Daema Permendagri No.13
tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Permentimg 59 Tahun 2007
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, danigienyusunan anggaran,
pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawabaguyrexrayn anggaran daerah.
Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintahtdharus mengacu kepada
Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentangastakdntansi pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas;engemaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporarev@duasi (PP. No. 58

tahun 2005). Pengawasan dan pengendalian dalanelp@m keuangan daerah



dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakamepatah berdampak
terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan ddipattanggungjawabkan
kepada publik, Haryanto (2007) dalam Rohman (200@ngelolaan keuangan
daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandaigashe hasil laporan
keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Wilson dan Kattelus (2002) dalam Rohma0@. Akuntabilitas
publik pengelolaan keuangan pemerintah dapat dikajo dengan penyajian
laporan keuangan yang terdiri dari laporan perid@iriodic report$, laporan
keuangan interim iffterim financial reporty dan laporan keuangan tahunan
(annual financial repors Dari ketiga laporan keuangan tersebut, yanghbwaji
dipublikasikan oleh pemerintah agar dapat diakseblip adalah laporan
keuangan tahunan. Masyarakat sebagai pihak yangbeenkepercayaan kepada
pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhakuku mendapatkan
informasi keuangan pemerintah untuk melakukan egalupemerintah
(Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu pemerintah bhediean untuk memberikan
informasi keuangan yang akan digunakan untuk pehtgamkeputusan ekonomi,
sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepegdn.

Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerirdabrah menuntut
adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah saasyagrat untuk dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pefeggidkeuangan negara (pusat
dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dganyajian laporan

keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyedigdemua informasi



keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepadbiikplkarena kegiatan
pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amskyat (Mulyana, 2006).

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawabarbliguyang berarti
bahwa proses penganggaran mulai dari perencana@ayysunan dan pelaksanaan
harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertamgawabkan kepada DPRD
dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwagamebil keputusan
berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimakjduk ini, perumusan
kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasikkabijtersebut harus dapat
diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupomzontal dengan baik
(Mardiasmo, 2002).

Sedangkan transparansi adalah keterbukaan peaterisiam membuat
kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dhpeatahui dan diawasi oleh
DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan gaoataerah pada akhirnya
akan menciptakan horizontal accountability antaesngrintah daerah dengan
masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan dgarahbersih, efektif, efisien,
akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan nkegan masyarakat
(Mardiasmo, 2002).

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanyangparansi dan
akuntabilitas publik adalah melalui penyajian LaporKeuangan Pemerintah
Daerah yang komprehensif. Laporan keuangan meranp&kenponen penting
untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik darupakan salah satu alat ukur
kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihaktekel, Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangaeratia akan digunakan



sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan kegutekonomi, sosial, dan
politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah ralae laporan keuangan
tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk panikanerja.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah damtdgisasi fiskal,
tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publikaiaidenenyediakan informasi
yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilgamerintah daerah yang
meliputi akuntabilitas finansiafiflancial accountability, akuntabilitas manajerial
(managerial accountabilily akuntabilitas hukum Idgal accountability,
akuntabilitas politik political accountability, dan akuntabilitas kebijakapdlicy
accountability. Akuntansi sektor publik memiliki peran utamauwkmenyiapkan
laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pessisaskuntabilitas publik
(Mardiasmo, 2002).

Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuanganepatah daerah
(LKPD) tiga tahun terakhir (2004-2006) menunjukkaransparansi dan
akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk (BP®08). Hal ini
disesalkan karena buruknya transparansi dan aklitateabkeuangan daerah
tersebut meningkatkan peluang kebocoran dan merggtakinerja pemerintah
daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahtezpada masyarakat.

Isu rendahnya transparansi dan akuntabilitas sendipertegas dengan
adanya laporan audit yang disampaikan oleh BPK yaremyatakan bahwa
mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah didelindonesia masih
mendapatkan penilaian buruk Kompas (2008) dalammfoh(2009). Pernyataan

tersebut didasarkan pada kembalinya BPK memberdgam tidak memberikan



pendapat (disclaimer) atas mayoritas laporan keurapgmerintah daerah tahun

2007. Penilaian yang buruk ini juga diberikan kepa@dporan keuangan

pemerintah pusat. Bahkan selama empat tahun bettwa, sampai tahun 2007,

opini disclaimer ini diberikan untuk laporan keuangoemerintah pusat. Alasan

masih banyaknya pemerintah daerah yang dinilai owtalam melaporkan
keuangannya, karena belum adanya UU yang mewajipleamnerintah daerah
untuk menyusun laporan keuangan secara rinci. Eep&K, Anwar Nasution
menegaskan pemerintah daerah yang mendapatkan mpunk dalam laporan
keuangannya harus memperbaiki dan membenahi berkelganahannya (BPK,

2008).

Oleh karena itu diperlukan perbaikan sistem keaangaerah yang
transparan dan akuntabel dengan cara (SwadayaV &@lB):

1. Pemerintah daerah menandatangani management nejptese letter dalam
setiap pemeriksaan BPK Rl untuk menunjukkan komitme&an
tanggungjawabnya terhadap upaya perbaikan sisteangan daerah.

2. Pemerintah daerah menentukan kapan mencapai op#ajar wtanpa
pengecualian dengan menyusun action plan yang nteapsayang harus
dilakukan, aspek atau bidang apa yang perlu diferd@mgaimana caranya,
siapa yang melaksanakannya dan kapan atau jadgiak&enya.

3. Depdagri, Depkeu, dan Departemenn teknis berkoasidiuntuk menyusun
suatu desain yang jelas dalam melaksanakan pgkettl keuangan Negara

tahun 2003-2004 dalam kaitannya dengan otonomiataentuk meniadakan



serangkaian peraturan yang tidak jelas, multitatsimit, tidak stabil, dan
sering berubah.

4. Pemerintah daerah menggunakan universitas seteogatBPKP untuk
memperbaiki sistem keuangan daerah dan aplikasiputamya, serta
meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatddamtansi keuangan
daerah, dan menyediakan tenaga pembukuan yangpieram

5. DPRD membentuk panitia akuntabilitas publik untugnalorong pemerintah
daerah dan menindaklanjuti temuan BPK RI untuk gi&em sistem
pengendalian intern dan percepatan pembangunamsistuangan daerah,
termasuk penyusunan peraturan daerah terkait.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mempgaa Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan SAP memkemsekuensi juga pada
perubahan sistem akuntansi. Sistem akuntansi memdelg diatur dalam SAP
tetapi entitas harus merancang sistem akuntangnglas yang dapat
menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP. Peruipainabahan yang ada pada
sistem akuntansi itu secara wajar berpengaruh patéang-undang yang
mengatur mengenai akuntabilitas publik.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pdageldeuangan
Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemeriaatall wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realidasjgaran, Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuarigarianggungjawaban itu
tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga Egisltetapi juga kepada

masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuaspadskpemerintah.



Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telmhikan di atas, maka
topik tentang pengaruh penyajian laporan keuangam aksesibilitas laporan
keuangan terhadap penggunaan informasi keungaaldgenting untuk diteliti
mengingat transparansi dan akuntabilitas dalam glelagn keuangan daerah
yang diindikasikan melalui seberapa pentingnya gengan informasi keuangan
daerah tersebut berimbas kepada kepercayaan petiiskkdap kinerja pemerintah
daerah serta peraturan pemerintah yang mewajib&apapian laporan keuangan
secara lengkap dan mudah diakses oleh publik, rpakalitian ini dilakukan
untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangzerath dan aksesibilitas

terhadap penggunaan informasi keuangan daerabh.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam bidang pemerintahan dituntut untuk membuporin keuangan
yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangaere&iktmaupun internal.
Laporan keuangan biasanya terdiri atas Laporan Aas, Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Kenahg@oran yang disusun
oleh pemerintah tidak hanya terdiri atas laporamyzersifat finansial (keuangan)
namun juga laporan yang bersifat nonfinansial. kapoyang disusun ini harus
komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban ykamn diperiksa oleh
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Implikasi dari penyusunan laporan keuangan penarintyang
komprehensif adalah laporan keuangan yang disususifét transparan dan
akuntabel. Oleh karena itu pemerintah harus meathgk transparansi dan

akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan (dadeah pusat). Salah satu
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prasyarat untuk mewujudkannya adalah dengan medakukformasi dalam
penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah haamspu menyediakan semua
informasi keuangan relevan secara jujur dan terbukpada publik dan
bagaimana informasi tersebut bermanfaat bagi perggdoformasi keuangan
daerah, karena kegiatan pemerintah adalah dalagkaamelaksanakan amanat
rakyat. Untuk merealisasikan pengaturan pengelotism pertanggungjawaban
keuangan tersebut,perlu dibangun sistem informasakgan daerah yang mampu
dipergunakan dengan baik oleh mereka yang membauiiformasi tersebut
(Safitri, 2009).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lapdtanangan yang
disusun oleh pemerintah (pusat dan daerah) ada&atulb pertanggungjawaban
pemerintah terhadap pengguna laporan keuangannaenkedengan pengelolaan
keuangan daerah kepada publik secara transapararakimtabel serta dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dengaggapan bahwa publik
berhak mengetahui informasi laporan keuangan tetsBlemberlakuan PP No 58
tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerahagtengganti PP No 105
tahun 2000 yang mewajibkan penyampaian pertanggwadjan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca daerah, Laporan Arus déasCatatan Atas Laporan
Keuangan menjadikan pemerintah harus menyajikamaraetengkap laporan
keuangan tersebut. Hal ini menjadi masalah tersebagi beberapa pemerintah
daerah karena sistem dan pelaporan yang selansa@anbelum kondusif kearah

tersebut (Halim ( 2002) dalam Mulyana (2006).
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Menurut Jones et al. (1985) dalam Stecollini (20&&8tidakmampuan
laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitals $aja disebabkan karena
laporan tahunan yang tidak memuat semua informedsvan yang dibutuhkan
pera pengguna, tetapi juga karena laporan terdatak dapat secara langsung
tersedia dan aksesibel pada para pengguna pote8siahgai konsekuensinya,
penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap idak tiksesibel berimbas pada
ketertarikan pengguna informasi keuangan daerakkunemanfaatkan informasi
yang ada secara optimal. Maka dapat ditarik rumuosasalah yaitu:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh adeph manfaat
informasi keuangan daerah.
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaedmadap manfaat

informasi keuangan daerah.

1.3. Tujuan Penelitian
Studi ini mengambil dasar dari mata kuliah akusitaektor publik yang
mengkhususkan pada sub studi keuangan daerah bgatuguan untuk mengkaji
kebijakan pengungkapan laporan keuangan dan akiasiterhadap pengelolaan
keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan masalatujuén penelitian yang
ingin dicapai adalah:
1. Mengkaji dan menjelaskan pengaruh penyajian lap&earangan daerah
terhadap upaya mengoptimalkan penggunaan inforkeasingan daerah
2. Mengkaji dan menjelaskan pengaruh aksesibilitasoriap keuangan
daerah terhadap upaya mengoptimalkan penggunaamiai keuangan

daerah
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1.4. Manfaat Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dipkem dapat dijadikan
bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan pdagelolaan
keuangan daerah.

2. Untuk DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangadorong agar
lebih menyadari pentingnya laporan keuangan dasebhgai alat untuk
mengawasi pengelolaaan sumber daya pemerintah hdaama menilai
kinerja keuangan pemerintah secara lebih baik.

3. Bagi masyarakat sebagai stakeholder eksternal,l hesielitian ini
diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat transp dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mamgicagar lebih
berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorongngleaian kinerja
pemerintah daerah.

4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan atamenjadi tambahan
literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi beakaitdengan

pengelolaan laporan keuangan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbaginjadi lima
bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini duakbagai berikut:
BAB | Berisi pendahuluan yang berupa uraian tentéaigr belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaanit@eneserta

sistematika penulisan.



BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V
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Berisi tinjauan pustaka yang menguraikantésg landasan teori,
bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yangisejkerangka
pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Berisi metode penelitian yang menguraikaentang bagaimana
penelitian akan dilakukan secara operasional yanrdirt dari
variabel penelitian dan definisi operasional, péumam sampel,
jenis dan sumber data, metode pengumpulan dat@® setode
analisis yang digunakan.

Berisi uraian tentang hasil dan pembahasarn genelitian yang
dilakukan yang terdiri dari analisis data, dan pah@san hasil
penelitian yang dilakukan.

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembsdra sebelumnya
serta saran-saran kepada pihak yang berkepentiagzadap hasil

penelitian.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori
Landasan Teori menjabarkan teor-teori relevan yangndukung
penelitian. Teori-teori tersebut inilah yang akaenaiukung kerangka pemikiran

untuk perumusan hipotesis dan menganalisis hasdlpian.

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenanAgency theory merupakan basis teori yang mendasari
praktik bisnis perusahaan yang dipakai selamaTigori tersebut berakar dari
sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiolatan teori organisasi. Prinsip
utama teori ini menyatakan adanya hubungan kefjarampihak yang memberi
wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihakgyanenerima wewenang
(agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kegaa yang disebunéxus of
contract (Subaweh, 2008).

Teori keagenanAgency Theofy muncul karena keberadaan hubungan
antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untukakgtan tugas tertentu bagi
prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tygag diberikan prinsipal.
Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbatapada agen atas jasa
yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbeki@gentingan antara agen
dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinyafldo keagenan. Prinsipal dan
agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesamfzedarinsipal dan agen

juga sama-sama berusaha untuk menghindari risigtkgBuli, 2001).

14
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Teori keagenan di pemerintah daerah mulai diprakteerutama sejak
diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1998e@pan teori keagenan ini
dapat di telaah dari dua persepektif yaitu hubureggara eksekutif dan legislatif,
dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya ataperupa hal positif dalam
bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berudankgatif berupa perilaku
opportunistic (Subaweh, 2008). Hal tersebut teri@tena pihak agen memiliki
keunggulan berupa informasi keuangan daripada piniaisipal, sedangkan dari
pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingdmadi (self interest) karena
memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenancuhuketika eksekutif
cenderung memaksimalkan self interst-nya yang dimutari proses
penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengalyajikam laporan
keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihabedwa kinerja mereka
selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengakan posisinya di mata
legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga mengatakan bahwa biasanyabagsikap oportunis
dan cenderung tidak menyukai resiko (risk averndeygwati dan Baridwan, 2007
dalam Safitri 2009). Tanggungjawab yang ditunjukpamerintah daerah sebagai
pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian lap&euangan yang lengkap dan
wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu oie@mbkses untuk para
pengguna laporan keuangan (stakeholders). Pentedatrah sebagai agen akan
menghindari resiko berupa ketidakpercayaan staller®l terhadap kinerja

mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akamsdleauuntuk menunjukkan
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bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntdbkelm pengelolaan keuangan
daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitisadalah pemerintah
yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintayerg harus menetapkan
strategi tertentu agar dapat memberikan pelayagdmaik untuk publik sebagai
pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkaasil kinerja yang baik dari
agen dan kinerja tersebut salah satunya dapatdiari laporan keuangan dan
pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana lapouam$gan dan pelayanan yang
baik tergantung dari strategi yang diterapkan gdéek pemerintah. Apabila
kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan pesmayai pemerintah.
Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengarethatlap kepercayaan

masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap petaérsebagai agen.

2.1.2. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (PIKD)

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan unémkberi informasi
keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusaomkososial, politik dan
juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain &mjutersebut, tujuan yang lebih
penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan peaggformasi (Sujana, 2002).
Berdasarkan Deniski (1973) yang dikutip dalam Swj§2002), yang dikenal
dengan Impossibility Theory bahwa banyak jenis geng informasi untuk
laporan keuangan dan pengguna ini mempunyai bermdepentingan, oleh
karena itu sangat sulit untuk menyiapkan infornyasig dapat memuaskan semua

jenis pengguna.
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Untuk memuaskan pengguna informasi, sangat pediudkan upaya untuk
menggali apa saja informasi-informasi yang dibuarhloleh pengguna laporan
keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) baginisgai pemerintahan,
tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi yang digunakan dalam pembudtaputusan
ekonomi, social, politik, serta sebagai bukti peg@ungjawaban
(accountability) dan pengelolaan (stewardship).

2. Memberikan informasi yang digunakan untuk mengeaslukinerja
manajerial dan organisasional.

Secara rinci tujuannya yaitu:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan oemprediksi
aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber flagasial jangka
pendek unit pemerintah.

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan oeemprediksi
kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan peraibgterubahan yang
terjadi di dalamnya.

3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kmeresesuaiannya
dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yasepakati, dan
ketentuan lain yang disyaratkan.

4. Memberiakan informasi untuk perencanaan dan pemgaag serta untuk
memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumbeya déerhadap

pencapaian tujuan organisasional.
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5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja ajanal dan
organisasional.

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pedagjawaban
pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hatukirmengetahui laporan
keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yamigetla-beda untuk tiap
pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutulfi@masi yang berbeda
pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kéipgan. Namun kebutuhan
informasi pengguna laporan keuangan pemerintaladatapat diringkas sebagai
berikut (Mardiasmo, 2002):

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkdorniasi atas
biaya, harga, dan kualitas pelayanan publik yabgrdian.

2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingemgetahui
keberadaan penggunaan yang diberikan.

3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untu&nghitung tingkat
resiko, likuiditas, dan solvabilitas.

4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informksuangan untuk
melakukan fungsi pengawasan, dan mencegah tergtiipgran yang bias
atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewdggangan Negara.

5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi gabakomponen
sistem informasi manajemen untuk membantuperennanaan
pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dantaadingkan kinerja

organisasi antar kurun waktu dan dengan orgarmasyang sejenis.
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Penggunaan informasi yang difokuskan pada peneliinadalah seberapa
besar kebutuhan informasi dari pihak-pihak di lognajeman internal pemda
terpengaruh oleh penyajian laporan keuangan dawratian atas keterbukaan

akses yang diberikan.

2.1.2.1 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaaieuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat daerah
dimaksudkan untuk mewujudkayood governanceUnited Nations Development
Program (UNDP) dalam dokumennya yang berjud@overnance for
Sustainable Human Development, January 199memberikan beberapa
karakteristik pelaksanaagood governanceyaitu: participation, rule of law,
transparency, responsiveness, consensus orienfatouity, efficiency and
effectiveness, accountabilityerta strategic visionPemberlakuan otonomi daerah
dari pemerintah pusat ke daerah kemudian menjadikausip transparansi dan
akuntabilitas sebagai prasyarat perwujudaad governancéJium, 2004).

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, petaieridaerah
dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggapdaat 3 (tiga) mekanisme yang
dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsifsgeaan, dan akuntabel serta
selanjutnya dapat mewujudkagood governanceyaitu (BPKP, 2006): (1)
mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat sestabangun kerjasama
pemberdayaan masyarakat, (2) memperbamkernal rules dan mekanisme
pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisamlamemberikan layanan

terhadap masyarakat serta marketisasi layanang&etekanisme tersebut saling
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berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaikktefitas pengelolaan
pemerintahan daerah.

Transparansadalahmemberikan informasi keuangan yang terbuka dan
jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangamwamasyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyelatah pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dgyakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang- undang&AP, 2005). Menurut
Mardiasmo (2005) Transparansi berarti keterbukaperinesspemerintah dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivipesgelolaan sumber daya
publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan infoirfissnsparansi suatu
kebebasan untuk mengakses aktifitas politik danneko pemerintah dan
keputusan-keputusannya. Transparansi memungkiniaies stakeholder dalam
melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuami dabijakan dan pryeksi
fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban taHun la

Kaitannya dengan transparansi, masyarakat (pubtiempunyai hak
terhadap pemerintah yaitu (Mardiasmo, 2002):

1. Hak untuk mengetahuiight to know, yaitu:
a. Mengetahui kebijakan pemerintah.
b. Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah.
c. Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakarkdpotusan

tertentu.
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2. Hak untuk diberi informasright to be informejlyang meliputi hak untuk
diberi penjelasan secara terbuka atas permasgtenarasalahan tertentu
yang menjadi perdebatan publik.

3. Hak untuk didengar aspirasingréght to be heard and to be listened to).
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan meptpa@ntdrmasi yang

dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya informasi yatgrkaitan dengan
kepentingan publik secara langsung dapat diperabidh mereka yang
membutuhkan (Mardiasmo, 2000). Transparansi meaatyan bahwa laporan
tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbukad#gat diakses oleh masyarakat,
karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangkajataean amanat rakyat.
Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikant@atatau laporan sebageop
Secret, Secret, ConfidentiadlanRestricted, dan Official Secrets Acts membuat
unauthorized disclosurgerhadap suatariminal offence Kultur secara umum di
banyak negara, baik negara maju maupun negararbbakey, adalah kerahasiaan
Shende dan Bennet (2004) dalam Mulyana (2006).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawabaangenai
integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatarmad@p peraturan
perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawalzataiah laporan keuangan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mgmcapenerimaan,
penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansenmaah (LAN dan BPKP,
2003).

Govermental Accounting Standards Board (GASB) dal@woncepts

Statement No. 1 tentang Objectives of FinancialdRépy menyatakan bahwa
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akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuandi pemerintahan.
Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan &egan pemerintah. GASB
menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelapkeaangan sebagai berikut:

....Accountability requires governments to answer dhizenry to justify
the raising of public resources and the purposes Wiich they are used.
Governmental accountability in based on the behef the citizenry has a “right
to know,” a right to receive openly declared fatttat my lead to public debate by
the citizens and their elected representativesakaial reporting plays a major
role in fulfilling government’s duty to be publichccountable in a democratic
society.(par. 56).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabitigliputi pemberian
informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakany& sehingga
memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggumaban pemerintah atas
semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aksvitnansialnya saja. Concepts
Statement No. 1 menekankan bahwa laporan keuangmerimtah harus dapat
memberikan informasi untuk membantu pemakai dalimipgtan keputusan
ekonomi, sosial dan politik.

Mohamad dkk. (2004) dalam Mulyana (2006) berpeatlapahwa
akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap saiaaan information
asymmetry Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyeakadi
kesenjangan informasi antara pihak manajemen yargpunyai akses langsung
terhadap informasi dengan pihak konstituen atawarakat yang berada di luar

manajemen. Scott (1997) dalam Mulyana (2006) maskaln bahwa



23

kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kgmam untuk menciptakan
informasi yang terbuka, seimbangan dan merata Ilsagnua pihak yang
berkepentinganstakeholders

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan infgirrpang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksidigaigikan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan (PP Nolabin 2005). Menurut
Governmental accounting Standard Board (GASB, 19@f)an penyajian
laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah unim&njadi
akuntabel secara publik;

2. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguneralapyang
mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasamanksmn atau
sumber daya untuk memperoleh informasi dan olelatsetu mereka
menyandarkan pada laporan sebagai sumber inforpeging. Untuk
tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus memjbanigkan kebutuhan
para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Berdasarkan pad#@mpossibility Theory(Deniski, 1973 dalam Sujana,
2002), bahwa sangat sulit untuk menyiapkan inforrgasg dapat memuaskan
semua kelompok pengguna yang mempunyai berbagamkepentingan. Oleh
karena itu Wilson and Kattelus (2002) dalam Rohrf2099) menyatakan bahwa

sistem akuntansi pemerintahan harus:
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2.
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Menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secagkdp dana dan
aktivitas dari unit pemerintah sesuai dengan GAde?,

Menentukan dan membuktikan kesesuaian dengan pemakeuangan
yang terkait dan syarat-syarat kontraktual agaorkp keuangan yang
disajikan dapat memenuhi harapan pengguna.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 apatdbeberapa

kelompok utama pengguna laporan keuangan pemeringahun tidak terbatas

pada :
1.

2.

Masyarakat

para wakil rakyat dan lembaga pengawas dan lembageriksa

pihak yang memberi atau berperan dalam proses ildnasstasi dan
pinjaman; dan pemerintah

Sementara itu, bila dilihat dari jenis laporan kegen yang disusun

pemerintah daerah sampai saat ini telah mengalana gderkembangan.

Perkembangan pertama, di dalam PP No. 105 tahuh (B&&al 38) sebagaimana

ditindaklanjuti dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2Q®asal 81) laporan

keuangan yang harus disajikan secara lengkap pldtia @hun oleh kepala

daerah terdiri dari:

1.

2.

Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Bdlageah;
Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belargeaba

Laporan Aliran Kas; dan

. Neraca Daerah.
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Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnyaNéU 17 tahun 2003,
pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangam lyams disajikan oleh
kepala daerah setidak-tidaknya meliputi:

1. Laporan Realisasi APBD;

2. Neraca,;

3. Laporan Arus Kas; dan

4. Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri detgy@oran keuangan

perusahaan daerah.

2.1.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah@erafuran
Pemerintah No. 24 Tahun 2005) tujuan dari LaporaaliBasi Anggaran terdiri
atas dua bagian, yaitu:

1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalatetapkan dasar-
dasar penyajian laporan realisasi Anggaran Untukepmtah dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimatetagkan oleh
peraturan perundang-undangan

2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah menaperkformasi
tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporearasdersanding.
Penyadingan antara anggaran dan realisasinya nuddanj tingkat
ketercapaian target-target yang telah disepakatranegislatif dan
eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undanga

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasligasi pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaagrang masing-masing
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diperbandingkan dengan anggaranya dalam satu peiRil No. 24 Tahun 2005).
Dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran minintd pang dilaporkan
adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto
8. Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaaran (SILRKP3)
Informasi-informasi yang disediakan oleh Laporaral®asi Anggaran
adalah mengeenai informasi realisasi pendapatdanjae dan pembiayaan dari
suatu entitas pelaporan yang masing-masing dipdihgkan dengan
anggaranya.Laporan Realisasi Anggaran dapat mekadiinformasi kepada
para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumidnga ekonomi yang
diperoleh dan digunakan (PP No. 24 Tahun 2005) :
1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, danatem
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (AAHB\D); dan

3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pergsuoaiangan.

2.1.3.2 Neraca Daerah
Penyajian laporan keuangan berupa neraca adalakingpersebab

pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang féigni dan utang,
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pengungkapan atas informasi ini merupakan suatnezledasar dari transparansi
fiskal dan akuntabilitas (Diamond, 2002 dalam Mulya2006). Di samping itu,
seiring dengan tuntutan yang dikehendaki dalam BP1M tahun 2001 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah, neraca pembul@aca yangg pertama
kali dibuat) menjadi sesuatu yang harus dimiliketolsetiap pemerintah daerah.
Sebab, bila sistem informasi keuangan daerah (SIK@h menghasilkan laporan
keuangan secara lengkap pada akhir tahun, maka feekbbih dahulu disusun
neraca pembukaarogening balance Apabila hal ini tidak segera diantisipasi
oleh pemerintah daerah, maka bukan tidak mungKormasi dalam keuangan
daerah menjadi terkesan lamban dan mandul (HaboR)2

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahaARPNo. 1, alinea
43, (PP No. 24 tahun 2005) dinyatakan bahwa neremacantumkan sekurang-
kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kasstasiejangka pendek; piutang
pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi japgkfang; aset tetap; kewajiban
jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekdiaa.

Manfaat informasi keuangan yang terkandung di dateraca adalah
(Diamond, 2002 dalam Mulyana, 2006):

1. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (keperah dan para
pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggunghatidak hanya
pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga padadaseutang yang
mereka kelola;

2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintaPemerintah

umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan datangy
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pengungkapan atas informasi ini merupakan suatmesledasar dari
transparansi fiskal dan akuntabilitas.

Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan mpihkan semua
sumber daya dan kewajiban.

Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkaintuk
pengambilan keputusan.

Sebaliknya, dengan tidak adanya informasi separtgyilaporkan dalam

neraca akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Pengaruh dari transaksi keuangan pada pemerintataldalalam suatu
periode tidak tercermin secara penuh, misalnyaktidda pelaporan
mengenai piutang pajak, saldo aktiva persediaaivaatalam konstruksi,
kewajiban saat ini untuk menyerahkan (membayamnnsi@h uang atau
barang di masa yang akan datang, dsb.

Akuntabilitas terbatas pada penerimaan dan penggunias dan
mengabaikan transparansi dan akuntabilitas untuigglelaan aset dan
utang;

Tidak memfasilitasi penilaian posisi keuangan kargédak menunjukkan
semua sumber daya dan kewajiban.

Informasi yang dibutuhkan tidak memadai untuk pemgi&an keputusan

yang lebih baik.

2.1.3.3 Laporan Arus Kas
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Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk kaselaarkyang terjadi
selama periode anggaran, untuk menjawab pertarpedmayaan dari pihak-
pihak yang berkepentingan seperti :

1. Bagaimana pemerintah daerah memperoleh sumberkd@ndan bagaimana
menggunakan sumber dana tersebut.

2. Darimana pemerintah daerah mendapatkan pinjaman bagaimana
kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjamarbigrse

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi likuiditas pemt@h daerah, yaitu
kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewaji@apang sudah
jatuh tempo atau yang harus segera dilunasi.

Financial Accounting Standard Board (FASB), yaiternyataan No.95
memberikan definisi Laporan Arus Kas sebagai bériku

Laporan Arus Kas merupakan suatu laporan keuangamgymenunjukkan
atau menggambarkan arus masuk kas dan arus kelasyr dan perubahan
bersih dalam kas yang berasal dari kegiatan oper&sigiatan investasi
(dalam SAKD dibatasi pada aktivitas transaksi aktigtap dan aset lainnya)
dan kegiatan pembiayaan dari suatu entitas selaaraode akuntansi tertentu
(dalam SAKD adalah tahun anggaran). Dan laporan juga merupakan
suatu media yang dapat menelusuri atau mencocoldeddo awal kas

dengan saldo kas pada akhir tahun anggaran.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ASAK. 2,
pengertian Laporan Arus Kas adalah memberi inforntastoris mengenai

perubahan kas dan setara kas dari suatu perusafelalui Laporan Arus Kas
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yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan ggidiperasi, investasi, maupun

pendanaan (financing) selama suatu periode akuntdanfaat informasi

Laporan Arus Kas menurut PP No 24 Tahun 2005 adalah

1. Sebagai indikator terhadap jumlah arus kas di nyas@ akan datang, serta
berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran kagsyang telah dibuat
sebelumnya.

2. Alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arukdtaar selama periode
pelaporan.

3. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnyaporan Arus Kas
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para guema laporan dalam
mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitasieta entitas pelaporan

dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likasditan solvabilitas).

2.1.3.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

Pembuatan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksuatiaemlaporan
keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara idak,térbatas hanya untuk
pembaca tertentu. Laporan keuangan yang telah utisdapat menimbulkan
kesalahpahaman antara pembaca laporan keuangahutersntuk menghindari
kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuaarattas Laporan Keuangan
yang berisi informasi untuk memudahkan penggunandahemahami Laporan
Keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasandaftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalaporan Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalatatan atas Laporan
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Keuangan adalah penyajian informasi yang diharusttan dianjurkan oleh

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pgkgpan-pengungkapan

lainya yang diperlukan untuk penyajian yang wajasdaporan keuangan, seperti

kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lair({&P No. 24 Tahun 2005).

Selain itu dalam SAP dijelaskan bahwa Catatan &mgoran keuangan

menyajikan informasi tentang penjelasan pos-posréapkeuangan dalam rangka

pengungkapan yang memadai, antara lain :

a.

Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ kegan, ekonomi
makro, pencapaian target Undang-undang APBN/PeRRBDA berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencataagst.
Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuanganarseal tahun
pelaporan;

Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan &pé&euangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuktedapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian pentimyaé.
Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pe¢aaya Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dal@mbbar muka
laporan keuangan.

Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan jKeava yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrisgpataapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan kasis

Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan kupgnyajian yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka lapdteuangan.
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2.1.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalkbadaan atau
ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tenapgatyh atau kemudahan
seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari tmpat ke tempat lain dengan
aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koes#®? dalam Rohman,
2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan selbdagaudahan seseorang untuk
memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana,6R0@enyajian adalah
aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan Kaba laporan keuangan
minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia basyieka yang tertarik dan
mau berusaha untuk memahaminya (Heekesl, 1990, dalam rohman, 2009).

Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikkih onedia, seperti
surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, desite (internet); dan forum
yang memberikan perhatian langsung atau perananmandorong akuntabilitas
pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan B&fet). Agar informasi yang
disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah ldae@at memenuhi prinsip
transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggara&kistem informasi Keuangan
Daerah (SIKD) (Kawedar, 2008).

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalalesisinformasi terbuka
yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh olesyarakat (UU No. 33 Tahun
2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harusnbbo&a akses kepada
stakeholdersecara luas atas laporan keuangan yang dihasyigammisalnya
dengan mempublikasikan laporan keuangan daeraHuinelaat kabar, internet,

atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 200&rmasi yang dimuat di
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dalam SIKD tersebut, sebagaimana dinyatakan datesal 102, UU No. 33 tahun

2004, mencakup:

1.

2.

APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupatiem kota;
neraca daerabh;

laporan arus kas;

catatan atas laporan keuangan daerah;

dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;

laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;

data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal daasias fiskal daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian tentang transparansi penyajiaporan keuangan,

aksesibilitas serta transparansi dan akuntabitgéh dilakukan baik di dalam

negeri maupun di luar negeri. Beberapa diantargagg diajukan acuan adalah:

1.

Collins et al (1991) yang melakukan penelitian aeqgt akses pihak
eksternal terhadap informasi keuangan yang mengatddahwa tidak
adanya bukti adanya pihak eksternal yang dapat likeadkses terhadap
informasi keuangan pemerintah. Hal ini merupakamlggran nyata yang
menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah nhasifm menjadi
public good. Kemudian hasil penelitian tersebuadilian dasar teori oleh
Tayib (1994) dalam Yuliarti (2003) yang melakuka@nelitian tentang
akses pengguna laporan keuangan. Penelitian yéaigikian oleh Tayib
(1994) dalam Yuliarti (2003) menunjukkan bahwa &dterbatasan akses

pelaporan keuangan, misalnya laporan yang dibuatahaksesibel untuk
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kalangan konsultan dan auditor, sedangkan masyasgkmgai pemilik
dana publik sama sekali tidak memiliki akses. Sgdentransparansi dan
akuntabilitas dari pengelolaan keuangan belum paiaiengan baik.

. Priest et al (1999) melakukan survey kepada peraygactual dan
potensial atas laporan keuangan pemerintah daeBlrvey ini
dilakukannya dengan obyek pemerintah daerah dié&legtustralia. Hasil
dari survey pengguna actual dan potensial atasrdapdkeuangan
pemerintah daerah yang dilakukan, ditemukan sekit®%0 dari
respondennya mengaku tidak tertarik bahkan cendarntuk tidak peduli
dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh petaler daerah.
Sedangkan 50% dari respoden lainnya mengindikadidedtwa mereka
tidak membaca laporan keuangan karena menilai dapdeuangan
tersebut tidak aksesibel.

. Steccolini (2002) melakukan penelitian tentang mgan penyajian
laporan tahunan pemerintah daerah dengan akutdaabili Steccolini
mangambil sampel penelitian dari sejumlah pemdrimdaerah di italia.
Analisis dari hasil penelitian tentang hubunganypgian laporan tahunan
pemerintah daerah dengan akuntabilitas adalah badépaan tahunan
digunakan untuk pelaksanaan akuntabilitas kepadagoma internal,
bahkan laporan keuangan tersebut belum tentu dibéfa pengguna
internal itu sendiri. Laporan keuangan tersebua jidak memegang peran
yang penting dalam pengkomunikasian kepada penggeksternal.

Sehingga dalam penelitian ini didapatkan realitaw@a pemda-pemda di
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Italia tidak memenuhi peranan laporan keuanganahctian derajat
akuntabilitas.

. Yuliarti (2003) telah melakukan penelitian tentakgbutuhan dan
permintaan stakeholders akan informasi pelaporamarkgan pemerintah.
Penelitian ini menggali lebih dalam dan mengidé@di mengenai hal-hal
penting yang diinginkan oleh stakeholders sehuburgmngan pelaporan
keuangan pemerintah pusat untuk memenuhi tuntwebotithannya dari
laporan keuangan tersebut. Hasil penelitian tent&eQutuhan dan
permintaan stakeholder akan informasi pelaporarah@an pemerintah
antara lain, stakeholders membutuhkan informasigy&erklarifikasi

dengan baik ke dalam aktiva dan pasiva, abgi std#lets seperti
pengamat ekonomi dan badan eksekutif pemerintah buerdmkan

informasi daftar hutang dan rincian pembayarannya.

. Anondo (2004) melakukan penelitian yang membahatang laporan
pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pefarujpkuntabilitas
publik. Salah satu hasil dari penelitian tentangtgrmggungjwaban
pemerintah daerah sebagai perwujudan akuntabilgablik adalah

menyimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban kguedaerah dan
laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerapebgaruh positif
terhadap akuntabilitas publik pemerintah kabup&tea/ Dalam hal ini,

laporan keuangan merupakan tujuan utama bagi tangig@ akuntabilitas

publik.
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6. Budi Mulyana (2002) melakukan penelitian untuk mgnhgenyajian
neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuanggwergaruh positif
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. altuly(2002)
menganggap bahwa neraca daerah adalah komponemnakeuangan
yang harus disajikan oleh pemerintah daerah datgka pelaksanaan
otonomi daerah yang sedang berlangsung. Dan panydpaporan
keuangan ini harus transparan dan aksesibel bagmbagai pihak
pengguna informasi (stakeholders) dengan alasarartugari aktivitas
yang dijalankan oleh pemerintah adalah untuk memmemandate dari
rakyat. Penelitian ini dilakukan di beberapa pentah daerah di daerah
regional provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metg@&ngumpulannya
dengan kuisioner yang disebar pada anggota legiskilbgai penggina
primer dan masyarakat sebagai pengguna normatsil kang diperoleh
dari penelitian menunjukkan bahwa penyajian neratzerah dan
aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh pdsitifadap penggunaan
informasi keuangan daerah.

7. Abdul Rohman (2009) penelitian yang bertujuan untaknguji dan
memperoleh bukti empiris pengaruh penyajian lapokaoangan dan
aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggumiEaigan metode
kuisioner. Populasi penelitian adalah penggunaeekat laporan keuangan
pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Tegal. Hasiy Wiperoleh dari
penelitian ini adalah bahwa (1) penyajian laporanangan daerah tidak

berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuardgerah. (2)
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aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh danifikan terhadap
penggunaan informasi keuangan daerah.

8. Safitri Amalia Safitri (2009) Penelitian yang bguan untuk menguji dan
memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajiaporan
keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tegshgmenggunaan
informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuayang lengkap dan
secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagggpea informasi
menentukan sejauh mana transparansi dan akurdabifengelolaan
keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperolehpagnelitian ini adalah
bahwa (1) Penyajian laporan keuangan daerah tidgéehgaruh terhadap
penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Akskaghillaporan
keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhgoEpggunaan
informasi keuangan daerah.

Untuk lebih mudahnya, ringkasan penelitian terdatddpat dilihat dari

tabel di bawah ini:

Tabel2.1
Penelitian Terdahulu
Peneliti Tahun Pokok Penelitian Hasil Penelitian
Penelitian
Collins et 1991 Akses pihak Tidak terbukti
al. eksternal terhadapadanya pihal
informasi keuangan | eksternal yang dapat

memiliki akses
terhadap informasi
keuangan
pemerintah.
Menunjukkan bahwa
laporan  keuangan
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pemerintah  belum
menjadi public
goods.

Tayib

1994

Akses penggunada keterbatasan

laporan

akses pelaporahn
keuangan, misalnya
laporan hanya
aksesibel untul
konsultan  auditor
sedangkan pembayar
pajak sama sekali
tidak mempunya
akses.

Priest et al.

1999

Pengguna actual
potensial ata
laporan  keuanga

pemerintah di daerahlaporan  keuangan

Western Australia.

srespondennya tidak

d&ekitar 15% dar,
ntertarik dengan

dan sekitar setengah
dari responden
penelitiannya

mengindikasikan
bahwa mereka tidak
membacanya karena
laporan tersebu
tidak aksesibel.

—

Stecollini

2002

Hubungan penyajiabhaporan tahunan

laporan tahuna

pemerintah  daerahdigunakan untuk
dengan akuntabilitas,pelaksanaan

apakah laporanakuntabilitas kepada
tahunan tersebutpengguna internal,
merupakan mediumbahkan tidak jelas
untuk akuntabilitas apakah laporan
dengan sampeltersebut benar
penelitian di Italia. | dibaca/tidak.
Sementara laporan
tersebut tidak

nnampaknya

mempunyai peranan
yang signifikan
dalam
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pengkomunikasian

kepada  pengguna
eksternal, sehingga
peranan laporan
keuangan actual dan
derajat akuntabilitas
di pemda-pemda
Italia perlu
dipertanyakan.

Yuliarti 2003 Kebutuhan danStakeholders
permintaan membutuhkan
stakeholders  akaninformasi yang
informasi pelaporanterklasifikasi ke
keuangan dalam aktiva dan
pemerintah pasiva, para

pengamat ekonomi
dan badan eksekutif
pemerintah
membutuhkan
informasi daftan
hutang dan
pembayarannya

Anondo 2004 Laporan Laporan
pertanggungjawabanpertanggungjawaban
Pemda sebagaikeuangan daerah dan
perwujudan laporan
akuntabilitas publik | pertanggungjawaban

kinerja kepala
daerah berpengaruh
positif terhadagp
akuntabilitas publik
pemerintah
kabupaten/kota

Budi 2006 Pengaruh penyajiaiPenyajian neracp

Mulyana neraca daerah dardaerah dan

aksesibilitas lapora
keuangan terhada
penggunaan
informasi keuanga
daerah. (studi d

naksesibilitas
berpengaruh positif

nterhadap
i transparansi dan

dan signifikan
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Provinsi DIY) akuntabilitas
Abdul 2009 Aksesibiltas, penyajian  laporan
Rohman penyajian dan keuangan daerah
penggunaan tidak  berpengaruh

informasi keuanganterhadap
daerah. (studi dipenggunaan

Kota dan Kabupatehinformasi keuangan
Tegal) daerah. aksesibilitas
laporan  keuangan
berpengaruh dan
signifikan terhadap
penggunaan
informasi keuangan
daerah.
Ratna 2009 Aksesibiltas, Penyajian laporan
Amalia penyajian dan keuangan daerah
Safitri penggunaan tidak  berpengaruh
informasi keuanganterhadap
daerah (Studj penggunaan
empiris di| informasi keuangan
Kabupaten daerah. Aksesibilitas
Semarang) laporan  keuangan
daerah berpengaryh
dan signifikan
terhadap
penggunaan
informasi keuangan
daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Setelah diberlakukannya desentralisasi berupa otordaerah, suatu
lembaga pemerintah harus dapat mewujudkan kepemcayablik terhadap
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuadgarah. Faktor utama untuk

mewujudkannya yaitu dengan penyajian laporan kearaygng akurat dan dapat
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dipertanggungjawabkan kepada publik serta akseatbitlari laporan keuangan
daerah itu sendiri. Untuk mengetahui hasil riilidagnyajian laporan keuangan
daerah dan aksesibilitas laporan keuangan itu sesigeroleh dengan melihat
pengaruhnya pada bagaimana informasi keuanganhdgansebut dimanfaatkan

dengan baik oleh para pengguna informasi laporaarkgan.

2.3.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Peggnaan Informasi
Keuangan Daerah

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalahberennformasi
keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusaromkososial politik dan
juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 20falam Rohman, 2009).
Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempbeyaiacam-macam
kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. ®slna itu laporan keuangan
yang disusun pemerintah harus menyajikan secararvagn mengungkapkan
secara lengkap sesuai dengan peraturan yang adsydeat-syarat agar laporan
keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapamgpeagWilson dan Kattelus
2002 dalam Rohman 2009).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwawypedan
akuntabilitas publik belum tercapai sesuai hargpamgguna informasi. Hal ini
terbukti dari masih banyaknya pemerintah daerahgylaelum mampu untuk
menyajikan laporan pengelolaan keuangan daeramastsrduka kepada publik.
Faktor utama untuk mewujudkan transparansi dan takilitas adalah dengan

penyajian laporan keuangan yang akurat dan daipetrt@nggungjawabkan
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kepada publik. Bagaimana penilaian tanggung jawab selanjutnya kita
kembalikan lagi kepada pihak-pihak pengguna lapkeamngan.

Fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk meramjikformasi posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan inspinfarmasi terkait lainnya
sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintarah yang kemudian dinilai
oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pertamygawaban perlu dilakukan
melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikapada pihak internal
maupun eksternal (publik) sebagai suatu kewajibakuim dan bukan secara
sukarela. Hasileedbacldari pengguna informasi atas penyajian laporanrigama
inilah yang kemudian menjadi bahan koreksi bagi grémeah daerah atas kinerja

mereka selama tahun anggaran berlangsung.

2.3.2 Aksesibiltas Laporan Keuangan dengan Pengguaa Informasi
Keuangan Daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalkbadaan atau
ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tenamtyh atau kemudahan
seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari tmpat ke tempat lain dengan
aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koes#®? dalam Rohman,
2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan selbdagaudahan seseorang untuk
memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana,620@Penyajian adalah
aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan WKaiba laporan keuangan
minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia basyieka yang tertarik dan

mau berusaha untuk memahaminya (Heelegi, 1990, dalam Rohman, 2009).
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Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakantabilitas,
tidak hanya disebabkan karena laporan tahunan ymladk memuat semua
informasi yang relevan yang dibutuhkan para penggusetapi juga karena
laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersah aksesibilitas pada
pengguna potensial (Jones et al.,, 1985 dalam Malyg0©6). Oleh karena itu,
pemerintah daerah mendapat motivasi agar mampuajileny laporan keuangan
tidak hanya kepada DPRD tetapi juga harus menyagjikasilitas kepada
masyarakat berupa kemudahan dalam mengetahui adawpenoleh informasi
laporan keuangan.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagror 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiaptakun periode anggaran
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyajikan Lapdfeuangan pokok yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neracgydran Arus Kas, dan Catatan
Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Lapdfiaerja Keuangan serta
ikhtisar Laporan Keuangan BUMD. Tuntutan pemerintgdusat yang
mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerirdabatd harus terdapat
Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini dihamaplegat berpengaruh positif
terhadap penggunaan informasi keuangan daerahsibigas laporan keuangan
merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujletabhaga pemerintah
daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibiljtaga akan berpengaruh
terhadap seberapa besar penggunaan informasi leeudagrah.

Berdasarkan paparan singkat di atas, kerangka pamigenelitian yang

digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkdagai berikut:
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Penyajian  laporan

H1(+) )
keuangan daerah Penggunaan informas
keuangan daerah.
. H2 (+
Aksesibilitas laporan
keuangan daerah
Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian masalah dan kajian pustakasli pénulis menyusun
dua hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:
H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengasitif perhadap penggunaan
informasi keuangan daerabh.
H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpehgapositif terhadap

penggunaan informasi keuangan daerah.
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METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.1.1 Variabel terikat (dependent variable)

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadrhptian utama
peneliti. Melalui analisis terhadap variabel tetikadalah mungkin untuk
menemukan jawaban atas suatu masalah (Sekaran,2@0®bel terikat dalam
penelitian ini adalah penggunaan informasi keuantgemah (PIKD).

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan uméuhkberi informasi
keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusaomkososial, politik dan
juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain &nutersebut, tujuan yang lebih
penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan peaggdormasi (Sujana, 2002
dalam Rohman, 2009). Informasi laporan keuangary yaerkualitas seringkali
tidak diketahui oleh pengguna informasi jika meréikiak memanfaatkan akses
yang dibuka oleh pemerintah daerah. Menurut Safig®09) Penggunaan
informasi keuangan daerah diukur dengan indikgtakah laporan keuangan itu
benar-benar digunakan oleh pengguna informasi,alfengenggunakan instrumen
kuesioner, dengan skala pengukuran respon 5 (pimia)skala likert.

3.1.2 Variabel bebasi(dependent variable)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempemgeariabel terikat

sacara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Veatiallependen dalam penelitian

ini adalah:

45
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a. Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLK)

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan infariyasg relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksiditalgikan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporaangan daerah digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan, belamasfer, dan pembiayaan
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilaiigkbkduangan, mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporam dnembantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah diukur menggunafkstrumen
kuesioner yang digunakan dalam penelitian terdablgh Budi Mulyana (2006).
Pengukuran variabel penyajian Laporan Keuangandbagengan mengajukan 4
(empat) indikator penyajian Laporan Keuangan DaetaPemerintah Daerah,
yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca daerapotan Arus Kas, Catatan
atas laporan Keuangan dengan skala pengukurannrgspg digunakan dalam
penelitian ini adalah 5 (lima) poin skala likert.

b. Aksesibilitas laporan keuangan (ALK)

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihatggena laporan
keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daétkesibilitas laporan
keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikag baik pula antara
publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukpegggunaan informasi
keuangan daerah vyang efektif. Aksesibilitas lapor&auangan diukur
menggunakan kuesioner yang diajukan kepada resppnaEnurut Safitri (2009)

pengukuran variabel aksesibilitas laporan keuandamgan 2 (dua) indikator
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seputar aksesibilitas laporan keuangan di Pemhrilaerah yaitu; laporan
keuangan dapat diakses dan laporan keuangan diasikikn melalui media
umum, dengan skala pengukuran respon yang digundékm penelitian ini
adalah 5 (lima) poin skala likert.
3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna sekatdaporan keuangan
pemerintah daerah kabupaten se-eks KaresidenanuBasy yaitu anggota
DPRD, pegawai Badan Pengawas Daerah (Bawasda) aké&sy. Sampel dipilih
berdasarkan metodeurposive samplingdengan tujuan untuk mendapatkan
sampel yang representatif sesuai dengan kriterig gigentukan. Kriteria tersebut
ditentukan sebagai berikut:

1. Anggota DPRD adalah pengguna utama aktual lapkeaangan yang
disajikan oleh pemerintah daerah sesuai dengarntupanaperundang-
undangan yang berlaku (Mulyana, 2006). Anggota DBRIDg dipilih
adalah anggota yang terlibat dalam proses pembuataggaran,
pengesahan, hingga pertanggungjawaban laporandauaiaerah.

2. Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang sekarangther@aa menjadi
Inspektorat daerah, dipilih karena mereka bertangguwab untuk
meyakinkan bahwa penggunaan uang daerah telahukidak sesuai
undang-undang dan peraturan yang berlaku (Ulum4)20@spektorat
menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk olelak

pengawasan. Pegawai inspektorat daerah yang digidtah pegawai yang
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pernah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan rgam daerah dan
pernah ditugaskan melakukan pemeriksaan pengelkiasngan daerah.
. Masyarakat sebagaistakeholder pemerintah merupakan pengguna
potensial laporan keuangan pemerintah daerah. NMasta memiliki
rentang variabilitas pemahaman dan kepedulian daoran keuangan
yang sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalamilai pengungkapan
laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan agereka dapat
menilai kinerja pemerintah, memberi respon ataeksirapabila ternyata
laporan keuangan pemerintah menunjukkan ketidakefek kinerja
pemerintah. Namun, hanya sedikit dari anggota nmakgs yang melihat
dan mampu menginterpretasikan laporan tahunan paaterdaerah
tersebut. Sehingga untuk meningkatkan kualitas @leda dipilih individu-
individu atau kelompok yang representatif mewakilasyarakat yaitu
lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM yang digitialah LSM yang
anggotanya pernah menyoroti proses penganggarayaj@ laporan
keuangan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerahwiliiyah Eks
Karesidenan Banyumas (Kab. Banyumas, Kab. PurlgaingKab.
Banjarnegara, Kab. Cilacap).

. Untuk meningkatkan obyektivitas persepsi, pihak ypgn laporan
keuangan yaitu pihak pemerintah daerah itu serfdksekutif): kepala
daerah dan para kepala satuan kerja (dinas, bkdatar) tidak termasuk

sebagai responden.
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisdddata primer yaitu
data yang berasal dari sumber asli atau pertarmab&udata dalam penelitian ini
adalah berasal dari responden yang penulis gunakaity anggota DPRD,
pegawai Bawasda dan pembayar pajak badan yangabeéialihgkungan eks
Karesidenan Banyumas. Melalui cara ini, penelitimmtuskan untuk terjun
sendiri dalam mencari, mengumpulkan, dan mengo&h dntuk mendapatkan
data yang relevan dan riil. Dalam penelitian imelé&i menggunakan cara dengan
melakukan pengelolaan kuesioner untuk mendapatlkda. uesioner dalam
penelitian ini dirancang untuk penelitian kuaniitaDleh karena itu, bentuk
pertanyaan dalam kuesioner bersighised-ended questionmituk memudahkan
dalam pengukuran respon dari responden.
3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dkakudengan cara
survey dengan mendistribusikan kuisioner terhadamguna laporan keuangan
pemerintah daerah di lingkungan eks Karesidenanyuaas. Kuesioner
merupakan teknik pengumpulan data dimana penelidmbuat rumusan
pertanyaan yang berhubungan dengan obyek penglkiamudian data akan
didapat dari jawaban atas pertanyaan yang sudavalj oleh responden terpilih.
Metode ini dipilih oleh peneliti karena kuesioneremmpakan mekanisme
pengumpulan data yang efisien karena peneliti dapamngetahui apa yang

dibutuhkan dan bagaimana mengukur variabel yangndigan.
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Langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilanpsk adalah
sebagai berikut:
1. Lembar kuisioner diserahkan kepada semua respoyeaiggn dimaksud yaitu
Anggota DPRD, Pegawai Inspektorat Daerah, dan dadgaM.
2. Setelah 1 (satu) minggu sejak lembar kuisioneretrsdiserahkan, peneliti
mengumpulkan lembar kuisioner yang telah diisi oesien.
3. Jika ada responden yang belum mengembalikan lekuligioner, maka diberi
waktu 1 (satu) minggu lagi
Setelah batas waktu yang ditentukan dan lembaroks tersebut telah
terkumpul maka peneliti melakukan penyortiran tdeplembar kuisioner yang
dapat digunakan dan lembar kuisioner yang tidaladdmunakan. Jika lembar
kuisioner yang dapat digunakan mencapai 30 lemiiardner maka peneliti akan
langsung mengolah data. Namun, jika lembar kuisior@ag dapat digunakan
belum mencapai 30 lembar maka akan dicoba lagikumtengirimkan lembar
kuisioner kepada responden yang belum mengemballkarbar kuisioner
tersebut.
Skala pengukuran respon yang digunakan dalam pianeihi adalah 5
(lima) poin dengan skala Likert dengan lima pilinamaban. Kuesioner yang
digunakan dalam penelitian ini mendapat pengaruin idatrumen yang telah
digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu peraiiglari Budi Muyana (2006).
Pada penelitian ini, peneliti mengambil wilayahdstempiris di eks Karesidenan

Banyumas. Berikut skala pengukuran respon diturgoksada tabel.
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Tabel 3.1
Skala Pengukuran Respon

Kontinum Skala Poin (5 poin)
Tipe skala

5 4 3 2 1

Persetujuan | Sangat | Setuju | Tidak Tahu| Tidak Setuju | Sangat Tidak
Setuju Setuju

(skala Likert)| (SS) | (S) (TT) (TS) (STS)

Sumber: data primer yang diolah, 2011

3.5 Metode Analisis Data
3.5.1 Tingkat Respon

Tingkat respon adalah proporsi dari sampel yantemg&api kuesioner.
Jumlah kuesioner yang dikirim, yang berhasil kembsdmpai pada jumlah
kuesioner yang dapat digunakan sebagai instrumterk aiiolah harus dicatat dan
dikelompokkan, kemudian dihitung proporsi secargek@uhannya. Sebelum
pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu ldikan pengujian kualitas data
dengan uji reliabilitas dan validitas serta uji rsu klasik (meliputi uji
multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroslkestisitas, dan uji normalitas)
(Mulyana, 2006).
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau dpsksuatu data yang
dilihat dari nilai rata-rata(mean) standar deviasi, varian, maksimum, dan
minimum (Ghozali, 2005). Varian dan standar deviasienunjukkan

penyimpangan data terhadap rata-rata(ty@an) Apabila standar deviasinya
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kecil, berarti nilai sampel atau populasinya meoggdok di sekitar rata-rata
hitungnya.
3.5.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengekatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstrukdgi, 2005). Suatu kuesioner
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban sesgpterhadap pertanyaan adalah
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengakueliabilitas penelitian ini
dilakukan dengan caf@ne Shotatau pengukuran sekali saja.

Pengukuranone Shothanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya
dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukeeldsi antar jawaban
pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk memgeéliabilitas dengan uiji
statistikCronbach Alpha ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliaitxl |
memberikan nilaCronbach Alpha 0,06 (Nunnally, 1967).

3.5.4 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah ataudvaidaknya suatu
kuesioner (Ghozali, 2005). Uji validitas dapat Kilkan dengan melakukan
korelasi bivariate antara masing-masing skor irtdikdengan total skor konstruk.
Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bakearalasi antara masing-
masing indikator terhadap total skor konstruk méukkan hasil yang signifikan,

dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikatotapgaan adalah valid.
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3.5.5 Uji Asumsi Klasik
3.5.5.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apdkdalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel béinaie pendent)Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antargab&l bebas. Jika variabel bebas
saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidakogonal. Variabel ortogonal
adalah variabel bebas yang nilai-nilai korelasaamtiriabel bebas = 0.

Dalam penelitian ini, gejala multikolonieritas d#éit dari: (1) nilai
Tolerancedan lawannya (2)ariance Inflation Factor (VIE) Pedoman suatu
model regresi yang bebas multikolonieritas adalamempunyai nilai VIF di
sekitar angka 1, dan mempunyai angkalerance mendekati 1.Tolerance
mengukur variabilitas variabel bebas yang terpyling tidak dapat dijelaskan
oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilaleranceyang rendah = nilai VIF yang
tinggi (VIF = 1 atauToleranc@ dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi.
Nilai cut off yang umum dipakai adaldiwlerance0,10 atau = nilai VIF di atas 10
(Ghozali, 2005).
3.5.5.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakahadalsuatu model
regresi linier ada korelasi antar kesalahan perggarpada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autoksiretancul karena observasi
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu $aimaKarena penelitian ini
menggunakan metode pengumpulan data dalam satadpesaja, maka uji

autokorelasi tidak diperlukan dalam penelitian ini.



54

3.5.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengujikapadalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residsaatu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residugtlispengamatan ke pengamatan
yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jda berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adgdaly homoskedastisitas atau
tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterostisittes adalah
dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksriatel terikat (ZPRED) dan
residualnya (SRESID). Deteksi terhadap heteroskisdtas dapat dilakukan
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu padakg®afatterplot antara SRESID
dan ZPRED dimana sumbu y adalah y yang telah dksedsumbu x adalah
residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang tethstudentized Dasar analisis
(Ghozali, 2005):

» Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yangaadembentuk pola tertentu
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian mepiggmmaka
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

« Jika telah ada pola yang jelas, serta titik-ti#ng menyebar di atas dan di
bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadirbskedastisitas.

3.5.5.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalamdel regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya meggutistribusi normal atau
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tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki disisi data normal atau
mendekati normal.

Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan hatelhormal
probability plotyang membandingkan distribusi kumulatif dari dimtsi normal.
Distribusi normal akan membentuk suatu garis luhagonal, darplotting data
akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jikaiblisr data adalah normal,
maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya rakagikuti garis
diagonalnya (Ghozali, 2005).

3.5.6 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dinsata atau lebih
variabel (variabel independen) mempengaruhi valialz®nnya (variabel
dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakahsaneegresi linier berganda
untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalamalisis regresi linier
berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabdependen terhadap
variabel dependen juga menunjukkan arah pengarubebigt. Pengujian-
pengujian tersebut didasarkan pada persamaan irdigries berganda sebagai
berikut:

Y=a+bXi+bX+e

Keterangan:

Y :Penggunaan Informasi Keuangan Daerah
X1 :Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

a : Konstanta
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b1 : slope regresi atau koefisien regresi dari X
b : slope regresi atau koefisien regresi dari X
e : kesalahan residual (error turn)

Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis gneagan SPSS 17,0
dengan tingkat signifikansi 5% (= 0,05). Analisis hasil regresi dilakukan
berdasarkan sub bab berikutnya.
3.5.6.1 Koefisien Determinasi (F)

Koefisien determinasi (# pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi varidependen (Ghozali,
2006). Uji ini dilakukan dengan melihat besarnytirkoefisien determinasi R
yang merupakan besaran non negatif. Besarnyakoi&isien determinasi adalah
antara nol sampai dengan 1. jika r = O atau meridékanaka hubungan antara
dua variabel sangat lemah atau tidak ada huburayaa sekali. Bila r = +1, atau
mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel akieatt positif dan sangat kuat.
3.5.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetalpakah variabel
independen secara bersama-sama atau simultan mgeanpeinvariabel dependen
(Ghozali, 2005). Jika hasil F test diperoleh nHahnitung lebih besar dari df dan
signifikansi jauh di bawah derajat kepercayaan ydiigntukan maka model
regresi dapat dikatakan variabel independen sdmensama-sama atau simultan
mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengamiglautiksannya:

1) Signifikan bilap value < (0,05) sehingga menerima hipotesis.

2) Tidak signifikan bilap value > (0,05) sehingga menolak hipotesis.
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3.5.6.3 Uiji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual digunakan uktmengetahui atau
mengukur pengaruh masing-masing variabel indepenigghadap variabel
dependen.

Analisis dilakukan dengan melihat tabmiefficientspada output SPSS.
Dasar pengambilan keputusannya:

1) Signifikan bilap value < (0,05) sehingga menerima H

2) Tidak signifikan bilap value > (0,05) sehingga menolak H





